
MENTERIKEUANGAN 
REPUBL!K INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 3/PMK. 07 /2017 

TENT ANG 

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

1�1enimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian 

clan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta telah cliatur clengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 124/PMK.07 /2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian clan Penyaluran Dana Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas clan efisiensi 

pengalokasian clan penyaluran Dana Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta serta sinkronisasi clengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana 

Desa sebagaimana telah cliubah clengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer 

ke Daerah clan Dana Desa, perlu mengatur kembali 

ketentuan mengenai tata cara pengalokasian clan 

penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 

Y ogyakarta; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Tata Cara Pengalokasian clan Penyaluran Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA 

KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya 

disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai 

keistimewaan dalam 

pemerintahan dalam 

Repu blik Indonesia. 

penyelenggaraan 

kerangka Negara 

urusan 

Kesatuan 

2. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

selanjutnya disebut Perdais adalah Peraturan Daerah 

DIY yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah DIY bersama Gubernur DIY untuk mengatur 

penyelenggaraan kewenangan istimewa. 

3. Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana 

Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan clan Belanja Negara yang dialokasikan 

untuk mendanai kewenangan istimewa clan merupakan 

bagian dari clan.a Tran sf er Ke Dae rah clan Dana Desa. 
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4. Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara 

pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan 

perangkat daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan 

oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk 

pelaksanaan pengeluaran atas be ban APBD 

berdasarkan Surat Perintah Membayar. 

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang 

selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan 

yang ditandatangi oleh Gubernur DIY atau Pejabat 

yang diberi kuasa yang menyatakan bahwa Gubernur 

DIY atau Pejabat yang diberi kuasa bertanggung jawab 

secara formal dan material atas kegiatan yang didanai 

dengan Dana Keistimewaan. 

9. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari 

suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan 

kuantitas dan kualitas terukur. 

BAB II 

PENGALOKASIAN 

Pasal 2 

(1) Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan 

Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan c.q. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan 

tembusan kepada Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, 
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clan kemen terian / lem bag a pemerintah 

nonkementerian terkait. 

(2) Usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan 

berpecloman pacla Perclais, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, clan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

(3) Kerangka Acuan Kegiatan sebagaimana climaksud pada 

ayat (2) mencakup usulan program clan kegiatan dalam 

kewenangan keistimewaan dengan sasaran yang 

terukur. 

( 4) Pengajuan usulan rencana kebutuhan Dana 

Keistimewaan sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

clisampaikan paling lambat minggu pertama bulan 

Februari. 

Pasal 3 

(1) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian 

Dalam Negeri, kementerian/lembaga pemerintah 

nonkementerian terkait, dan Pemerintah Daerah DIY 

melakukan penilaian kelayakan program clan kegiatan 

atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan. 

(2) Penilaian kelayakan 

sebagaimana dimaksucl 

berclasarkan: 

program clan 

pada ayat (1) 

kegiatan 

dilakukan 

a. kesesuaian antara usulan dengan program prioritas 

nasional; 

b. kesesuaian an tara usulan dengan Perdais; 

c. kewajaran nilai program dan kegiatan; 

d. asas efisiensi dan efektivitas; dan 

e. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana 

Keistimewaan. 
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(3) Hasil penilaian kelayakan program clan kegiatan 

sebagaimana climaksud pada ayat (2) dituangkan 

dalam berita acara penilaian. 

(4) Berdasarkan berita acara penilaian sebagaimana 

climaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan 

melakukan penelaahan usulan rencana kebutuhan 

Dana Keistimewaan berdasarkan kebutuhan DIY clan 

kemampuan keuangan negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Penelaahan usulan rencana kebutuhan Dana 

Keistimewaan oleh Kementerian Keuangan 

se bagaimana dimaksud pacla ayat ( 4) dikoordinasikan 

oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

bersama clengan Direktorat Jencleral Anggaran dan 

Baclan Ke bij akan Fiskal. 

(6) Berita acara penilaian sebagaimana climaksud pada 

ayat (3) diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan 

Februari. 

Pasal 4 

(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana 

Keistimewaan kepada Menteri Keuangan melalui 

Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan 

Februari. 

(2) Dalam hal Gubernur DIY belum mengajukan usulan 

rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sampai 

dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (4), pagu Indikasi Kebutuhan Dana 

Keistimewaan ditetapkan paling tinggi sebesar pagu 

tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Menteri Keuangan menetapkan pagu indikatif clan pagu 

anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-unclangan. 
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Pasal 5 

Dalam hal Gubernur DIY mengajukan perubahan usulan 

rencana kebutuhan Dana Keistimewaan sebelum alokasi 

anggaran Dana Keistimewaan ditetapkan dalam APBN, 

mekanisme penilaian perubahan rencana kebutuhan Dana 

Keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai 

dengan ayat (5). 

Pasa16 

(1) Pagu indikatif dan pagu anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 aya:t (3) disampaikan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat 

pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan 

Undang-Undang mengenai APBN. 

(2) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai 

APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), ditetapkan alokasi Dana Keistimewaan. 

(3) Alokasi Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden 

mengenai rincian APBN. 

(1) 

Pasal 7 

Dalam rangka optimalisasi 

Keistimewaan, Gubernur DIY 

usulan perubahan program 

Keistimewaan. 

penggunaan Dana 

dapat mengajukan 

dan kegiatan Dana 

(2) Mekanisme pengajuan dan penilaian usulan perubahan 

program dan kegiatan Dana Keistimewaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) . sampai 

dengan ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1) sampai dengan 

ayat (5). 

(3) Usulan perubahan program dan kegiatan Dana 

Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah pagu Dana 
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Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang­

Undang mengenai APBN. 

(4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan menyampaikan hasil penilaian atas usulan 

perubahan program dan kegiatan kepada Gubernur 

DIY. 

BAB III 

PENYALURAN 

Pasal 8 

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui 

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke 

Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan dalam 3 

(tiga) tahap, yaitu: 

a. tahap I, sebesar 15% (lima belas persen); 

b. tahap II, sebesar 65% (enam puluh lima persen); 

dan 

c. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen). 

(2) Penyaluran Dana Keistimewaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan 

se bagai beriku t: 

a. tahap I paling cepat bulan Fe bruari dan paling 

lambat bulan Maret; 

b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat 

bulan September; dan 

c. tahap III paling cepat bulan Oktober dan paling 

lambat minggu pertama bulan Desember. 

Pasal 10 

(1) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa 

menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap I 

disertai dengan: 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 8 -

a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 

berjalan; 

b. SPfJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY 

atau pejabat yang diberi kuasa; 

c. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap I; 

d. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan 

Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang 

telah diverifikasi; dan 

e. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan 

Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya yang 

telah diverifikasi, 

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

paling cepat minggu keempat bulan Januari dan paling 

lambat minggu kedua bulan Maret. 

(2) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa 

menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap II 

disertai dengan: 

a. SPfJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY 

atau pejabat yang diberi kuasa; 

b. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap II; 

c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan 

Tahap I yang telah diverifikasi; dan 

d. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan 

Tahap I yang telah diverifikasi, 

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

paling cepat minggu keempat bulan Maret dan paling 

lambat minggu kedua bulan September. 

(3) Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa 

menyampaikan Surat Permintaan Penyaluran Tahap III 

disertai dengan: 

a. SPfJM yang ditandatangani oleh Gubernur DIY 

atau pejabat yang diberi kuasa; 

b. Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan Tahap III; 

c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan 

Tahap II yang telah diverifikasi; dan 

d. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan 

Tahap II yang telah diverifikasi, 
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kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

paling cepat minggu keempat bulan September dan 

paling lambat minggu keempat bulan November. 

(4) Dalam hal Surat Permintaan Penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3) 

disampaikan oleh pejabat yang diberi kuasa maka 

penyampaian Surat Permintaan Penyaluran disertai 

dengan Surat Kuasa. 

(5) Penyaluran Dana Keistimewaan tahap I, tahap II, dan 

tahap III dilaksanakan paling lama 10 ( sepuluh) hari 

kerja setelah Surat Permintaan Penyaluran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) diterima secara lengkap dan benar. 

(6) Laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Kinerja 

Dana Keistimewaan Tahap I dan Tahap II sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling rendah 

telah mencapai 80% (delapan puluh persen). 

Pasal 11 

( 1) La po ran Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan 

Tahap Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (1) huruf d diverifikasi oleh Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan berdasarkan SP2D yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah DIY dan sisa Dana 

Keistimewaan yang ada di Rekening Kas Umum 

Dae rah. 

(2) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan 

Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c 

diverifikasi oleh Direktorat J enderal Perimbangan 

Keuangan berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah DIY. 

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil 

verifikasi. 

(4) Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan 

Tahap Akhir, Tahap I, dan Tahap II sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) huruf e, ayat (2) 

huruf d, dan ayat (3) huruf d diverfikasi oleh 

Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian terkait. 

Pasal 12 

Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa 

menyampaikan Lembar Konfirmasi Transfer Dana 

Keistimewaan kepada Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Dana 

Keistimewaan diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 13 

(1) Dana Keistimewaan yang belum disalurkan ke 

Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan akhir 

tahun anggaran tidak dapat dijadikan penambah pagu 

anggaran Dana Keistimewaan tahun anggaran 

berikutnya. 

(2) Dalam hal terdapat s1sa Dana Keistimewaan di 

Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun 

anggaran, sisa Dana Keistimewaan terse but 

diperhitungkan dengan penyaluran Dana Keistimewaan 

pada tahun anggaran berikutnya. 

(3) Gubernur DIY dapat menggunakan sebagian s1sa 

anggaran Dana Keistimewaan yang ada di Rekening 

Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) untuk tahun anggaran berikutnya dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa 

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan dengan melampirkan 

nnc1an rencana penggunaan; 

b. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan 

Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya telah 

diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan; 
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c. Laporan Pencapaian Kinerja Dana Keistimewaan 

Tahap Akhir tahun anggaran sebelumnya belum 

diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 

terkait; dan 

d. pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat 

mendesak serta merupakan kewenangan 

keistimewaan yang telah direncanakan untuk 

dibiayai pada tahun anggaran berikutnya dari Dana 

Keistimewaan. 

Pasal 14 

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan 

pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan 

realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara 

berkala. 

(2) Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian terkait melakukan 

pemantauan dan evaluasi kinerja atas pencapaian 

keluaran (output) terhadap penyelenggaraan kegiatan 

yang didanai dari Dana Keistimewaan sesuai dengan 

kewenangan urusan keistimewaan. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15 

Ketentuan mengenai: 

a. format SPTJM, Rencana Penggunaan Dana 

Keistimewaan, Laporan Realisasi Penyerapan Dana 

Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3); 

b. format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (4); dan 

c. format Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan 

se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
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tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 124/PMK.07 /2015 tentang Tata Cara 

Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 972), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 17 

Peraturan Menteri 1111 mulai berlaku pada tanggal 

1 Januari 2018. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 November 2017 

Ditetapkan di Jakarta 

pad.a tanggal 23 November 2017 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

DIREKTUR JENDERAL 

?ERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

�EPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

-NIDODO EKATJAHJANA 

3ERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1680 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala �Biro Umum 

. Kementerian 

OYUWONO/ 
21997031001 
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LAMPI RAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 173/PMK.07 /2017 
TENTANG 
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA 
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Nomor: ............................................... . 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jaoatan 

mei1�;oatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas penggunaan Dana Keistimewaan 

Daenh Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran ............ Tah.ap I/II/III*) dengan jumlah 

sebesar Rp ......................................... ( ................... rupiah). 

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana tersebut 

di a-::as sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya berseclia mengganti dan 

menyetorkan kerugian dimaksud ke Kas Negara serta bersedia dituntut sesuai dengan 

ke:::entuan perundang-undangan. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

*) C:::>ret yang tidak perlu 

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 

(cap dan tanda tangan) 

(materai Rp 6.000,-) 

Nama 
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FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN 

RENCANA PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 200x 

Urusan/ 
Ta.hap I Tahap lI 

Ko de Program/ Pagu 
Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Jumlah Alokasi 
Belanja per Bulan 

Jumlah Alokasi 
Belanja per Tahap 

Tahap III 

Okt Nop 

13 14 

Des 

15 

Tempat, Tanggal, Bulan, 

Tahun 

*) Bu.Zan disesu.ailcan denqan kebu.tu.han 

(cap clan tanda tangan) 

(materai Rp 6.000,-) 

Nama 
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FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA KEISTIMEWAAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 20XX 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA KEISTIMEWAAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TAHAP ... 1) TAHUN ANGGARAN . . . 2) 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nai-na 
Jaoatan 
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan 

Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahap . . . l ) 
Tarrc:.n Anggaran ... 2) se bagai beriku t: 

PeIJ.e:dmaan dari Rekening Kas Umum Negara 

Tahap I 

Tahap II 

Tahap III 

Total 

: Rp . . . 3 ) 
: Rp ... 4) 
: Rp . .. 5) 
: Rp . . .  6) 

Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan melalui SP2D Daerah 

Tahap ini : Rp ... 7) 
Kumulatif s.d Tahap ini : Rp . . . S) 

Sisa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah : Rp ... 9 ) 

Sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Daerah sejumlah : Rp ... 10) 

Pe"tsentase Sisa Dana Keistimewaan : Rp ... ll ) 

Rcalisasi Penycrapan 
Sis a 

'V � .... 1 .......... 

2 

3 

ds:. 

Urusan/ SKPD 12) 

Jumlah 18) 

Pagu 13) 

Tahap I 14) Tahap II 15) Tahap III l(>) 
Pagu17) 

Bu.kti-bukti realisasi penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

ter:::antum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 

keiengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

De:rn kian laporan ini dibuat dengan se benarnya. 

..., ... ... ... 19) 

21) 
22) 

... 2��) 

... 20) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

No. Uraian 

1. Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan, yakni: 
a. Tahap I; 
b. Tahap II; atau 
c. Tahap Akhir. 

2. Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Keistimewaan yang clilaporkan. 

3. Diisi sesuai clengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah 
dari rekening kas umum negara pada tahap I. 

4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah 
dari rekening kas umum negara pada tahap II. 

5. Diisi sesuai dengan jumlah clan.a yang diterima rekening kas umum daerah 
dari rekening kas umum negara pada tahap III. 

6. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas 
umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan tahap laporan. 

7. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kau umum 
daerah melalui SP2D claerah pada tahap laporan. 

8. Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi penggunaan dari rekening kas 
umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan tahap laporan. 

9. Diisi sesuai dengan s1sa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke 
Rekening Kas Umum Daerah per tanggal 31 Desember tahun berjalan. 

lC. Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Keistimewaan di rekening kas umum 
daerah sampai dengan tahap laporan. 

11. Diisi sesuai dengan persentase sisa Dana Keistimewaan di rekening kas umum 
daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum 
daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan tahap laporan. 

l�. Kolom diisi sesuai dengan rincian urusan Dana Keistimewaan clan satuan 
kerja perangkat daerah bersangkutan. 

12. Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian urusan Dana 
Keistimewaan bersangku tan. 

lij__. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas 
umum daerah melalui SP2D daerah pada Tah.ap I untuk rincian urusan Dana 
Keistimewaan bersangkutan. 

l�. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas 
umum daerah melalui SP2D daerah sampai Tahap II untuk rincian urusan 

Dana Keistimewaan bersangkutan. 

le. Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas 
umum daerah melalui SP2D daerah sampai Tahap III untuk rincian urusan 
Dana Keistimewaan bersangkutan. 

17. Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu Dana Keistimewaan di rekening 
kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian urusan Dana 
Keistimewaan bersangku tan. 

18. Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom. 

l�. Diisi sesuai dengan tempat clan tanggal penandatanganan laporan. 

2C. Diisi dengan Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa. 

2=-. Diisi dengan materai Rp 6.000,-. 

2�. Ditandatangani clan dicap basah oleh Gubernur DIY atau pejabat yang diberi 

kuasa. 

22. Diisi sesuai dengan nama Gubernur DIY atau pejabat yang diberi kuasa. 
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FORMAT SURAT KUASA 

SURAT KUASA 

Pad.a hari ...... tanggal ...... bulan ...... tahun ...... , bertempat di .................. , kami yang 

b�rtanda tangan di bawah ini: 

Nama 

Jabatan 

sehubungan dengan pencairan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Ta::-iun Anggaran ...... , dengan ini memberi kuasa kepada : 

Nama 

Jabatan 

untuk menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut: 

1. Surat Permintaan Penyaluran Dana Keistimewaan. 

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. 

3. Dokumen Rencana Penggunaan Dana Keistimewaan. 

4. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan. 

5. Laporan Pencapaian Kine1ja Dana Keistimewaan. 

6. Lembar Konfirmasi Transfer Dana Keistimewaan. 

se:sLai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang 

Ta.ta Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Y ogyakarta. 

Cen:..ikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya. 

Pihak yang diberi kuasa 

(Jabatan), 

(cap dan tanda tangan) 

(Nam a) 

Pihak yang mem beri kuasa 

(Jabatan), 

(cap dan tanda tangan) 

(materai Rp 6.000,-) 

(Nama) 
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FORMAT LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER 

LEMEAR KONFIRMASI TRANSFER 
DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

T elah terima dari 

�\ilelalui KPPN sejumlah 

Terbilang 

-_; ntuk Keperluan 

Tanggal diterima 

: Direktur Jenderal Perbendaharaan 

Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara 

: Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

: Penyaluran Dana Keistimevvaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahap ........ Tahun Anggaran ........... . .  

=>:=ma terse but telah diterima pada rekening Kas Daerah sebagai berikut: 

N om or Rekening 

N ama Rekening 

Nama Bank 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

. Kernen terian 

UWONO /-
997031001 

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun 

(cap clan tan cl a tangan) 

(materai Rp 6.000,-) 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 
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